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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mzha Esa atas berkat rahmat dan karunizNya,
peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun laporan penelitian tentang ‘Efektivitas
Perlindungen Hukum Terhadap Fungsi Reproduksi Buruh wanita”.

Penyusunan laporan penelitian ini dimakeudkan untuk memberikan gambaran secara
jelas dan menyeluruh tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap fimgsi reproduksi
buruh waenita, disamping itu 'dapat pula menyumbangkan buah pemikiran untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan usaha pembangunan nasional,

Dengan segala kerendshan hati peneliti menyadari bahwa karena berbagai
keterbatasan yang ada maka laporan penelitian ini masih banyak mengandung kekurangan.
Namun demikian peneliti berharap hendaknya laporan ini dapat memberi manfaat bagi para
pembaca.

| Akhirnya pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang dalam
atas segala bantuan yang telah diberikan selama kegiatan penelitian khususnya kepada :
1. Yth Rektor Universitas Diponegoro;
2. Yth Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Yth Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro;
4. Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro;
5. Yth Seluruh pekerja wanita sektor industri tekstil, rokok, farmasi dan pasar swalayan
yang dijadikan responden dalam penelitian inj; '
6. Yth. Semua pihak yang telah memberikan bantuan bagi terlaksananya peneiitian ini.

Harapan kami semoga laporan penelitian ini dapat bermafaat bagi semua pihak
yang berkepentingan dan kami berharap pula adanya saran dan koreksi yang konstruktif
bagi pengembangan penelitian lebih lan_lut.

o o Semarang, Pebuari 1998
- o " ketuaPenoliti
NIP. 131- 673 430
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T BAB 1
PENDAHULUAN

" Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Pembangunan nasional
telah menempatkan wanita pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahkhik Tuhan
Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan priﬁ
untuk berperan di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segala kegiatan
pembangunan. Oleh karena it wanita dituntut untuk trampil di berbagai bidang sesuai
dengan kemampuannya dengan tidak meninggalkan kodratnya, yait haid, hamil, melahirkan

Kedudﬁkan vang sama antara priz dan wanita Indonesia ini bersumber padé pasal
27 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : '
1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2) Tiap-tiap wargn negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
 kemanusiaan,

Oleh karea tiu maka segala peraturan perundang-undangan yang kemudian dibentuk
diarahkan untuk dapat merumuskan hak dan kewajiban yang sama antara pria dan wanita
sehingga dapat menjamin dan memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengejar
kemajuan di segala bidang Sejalan dengan hal itu, maka Indonesia telah meratifikasi
Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984.

Menurut sensus penduduk tahun 1990, jumlah penduduk Indonesia sebesar
179.321.641 orang terdiri dari 89.448.235 pria dan 89. 873.406 wanita. Angka mi
rﬁenmljukkan bahwa jumleh penduduk wanita iebih banyak 425.171 orang dibendingkan
dengan Jumlah penduduk pna. Potensi - ‘wanita yang demlkzan besamya itu harus

| dlperhntungkan dalam arti perfu didayagunakan dan dltmgkatkan kedudukan dan perannya' _
~ sebagai pelaku atan subyek pembangunan dlsampmg sebagai pernanfaat dan pemkmat has;l B
pembangunan. o -

Menurut data da!am Pelita V terdapal tambahan tenaga kerja bam sebanyak kurang' '

*lebih 11,9 juta orang, diantaranya 5,6 juta atan 47,5 % adalah tenaga kerja_wamta. Laju o
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berkaitan erat denn-n masalah haid, masaiah hamil/eugur kandungan, masalah melahirkan,
masalah menyusui nnak, dan masalah Tempat Penitipan Anak (TPA). .
Perlindungan hukum terhadap fungsi reproduksi buruh wanita tersebut diatur dalam
Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 yang
kemudian dinyatakan berlaku untuk seluruh wilaysh Indonesia dengan Undang-nndang

Nomor 1 Tahun 1951, yang befbunyi- sebagai berikut ;

Pasal 13 | _

1) Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu baid,

2) Burub swanita harus diberi stirahat selama satu setengah bulan sebelum saatya ia
menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan
anak atan gugur kandung |

3) Wakty istirahat sebelum saat buruh menurut perhitungan akan melairkan anak dapat
diperpanjang sarnpai selama-lamanya tiga bulan, jikalau dalam suatu I%etermgan dokter
dinyatakan bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatannya |

4) Dengan tidak m-ngurangi yang tefah ditetapken pada pasal (10) ayat(2) buruh wanita
yang anaknya masth menyusut, harus diberi kesemﬁatan sepatutnya untuk menyusukan
anaknya, jikalai hal ity harus dilakukan selama waktu kerja.

Meskipun beberapa ketentuan peraturan perundangan mengenai perlindungan bagi
buruh wanita berkenaan dengan fingsi reproduksi telah dikeluarkan namun dalam
pelaksanaannya masih banyak kendala. D1 satu sisi banyak buruvh wanita yang belum
mengetahui hak-haknva brkaitan dengan perlindungan terhadap ﬁmgéi reproduksinya,
sedangkan di sisi lain banyak kélangan pengusahia enggan menerima buruh wanita karena
adanya perlindungen terbadap fungsi reproduksi wanita ini mengakibatkan buruh wanita
memperoleh dispensasi untuk beristirghat lebih jika dibandingkan dengan burubh pria

- sehingga mengurangi produktivitas kerja padahal pengusaha diwaj ibkan untuk membayar
“upah' secara penuh. Hal ini tentunya dipandang qeb'}gal perldkuan pengusaha yang

dlsknmmaht terhadnp buruh wanita

Berdasarkan hal tersebut maka perlua. dmdakfm qnatu peneht:an untuk mengetahul :

: sejmﬂl mana efektivitas perlmdungan hukumn terhadap fimesi reproduksi ‘buruh w_amta_—_
_B_erpa'ngkal tolak pada uraian terséb_ut di atas, maka perlindungan hukum terhadap fingsi _



reproduksi buruh wanitauadalah sangat penting karena berkaitan dengan pelaksanaan fungsi
kodraﬁnya sebagal wanita yang bersifat asasi, yaitu haid, hamil, bersalin dan menyusui
anaknya. Meskipun peraturan perundangan telah banyak memberikan perlindungan bagi
buruh wénita ‘rr;engenai ﬁal i nﬁmun masih banyzik dijumpai pelanggaraﬁ | daiam
pelaksanamxﬁya Oleh karena itu permasalahan yang digjukan dalam penelitian ini adalah :
“ Sejanh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap fingsi reproduksi buruh wanita 7





